









Kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing adalah dilarang berdasarkan 
pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria. Warga negara asing hanya 
diperbolehkan menggunakan tanah yang ada di Indonesia dengan status hak Pakai 
yang memiliki jangka waktu. Dalam perkembangannya, muncul keinginan dari 
warga negara asing untuk merniliki tanah hak milik di Indonesia dengan cara 
menggunakan nama warga negara Indonesia, yaitu dengan membuat perjanjian di 
hadapan notaris. Kepemilikan tanah hak milik dalam sertifikat tanah tesebut 
memang atas nama warga Negara Indonesia, namun dengan adanya perjanjian 
yang dibuat di hadapan notaris tersebut, maka tanah hak milik tersebut dikuasai 
oleh warga Negara asing. Metode yang digunakan oleh notaris terkait dalam 
pembuatan perjanjian agar warga Negara asing memiliki tanah hak milik tersebut 
bermacam-macam, mulai dari perjanjian sewa menyewa, perjanjian pengakuan 
hutang, hibah, dan sebagainya. Perjanjian tersebut dituangkan dalam akta 
peijanjian yang disebut akta kontra letter, yaitu perjanjian yang bertentangan 
dengan peijanjian aslinya. Dasar hukum akta kontra letter terdapat dalam pasal 
1873 Burgerlijk Wetboek. Cara inilah yang disebut dengan penyelundupan hukum. 
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ABSTRACT 
Property rights of land ownership by foreign nationals are prohibited by Article 26 
paragraph (2) ofthe Basic Agrarian Law. Foreign nationals are only allowed to use 
the land in Indonesia with the status of the rights which have a period ofwear. 
During its development, the willingness of foreigners to own land property rights 
in Indonesia by using the name of an Indonesian citizen, by making an agreement 
before notaries. Property rights in land ownership certificate of proficiency level 
land is in the name of an Indonesian citizen, but with the agreement that was made 
in the presence of the notary, the land property rights are held by foreign nationals. 
The method used by notaries involved in the making of the agreement so that the 
foreign citizen has a right to the land belonging to the diverse, ranging from the 
lease agreement, acknowledgment of debt agreements, grants, and so on. The 
agreement set forth in the deed of agreement deed called counter letter, the 
agreement is contrary to the original agreement. Deed The legal basis of counter 
letter contained in Article 1873 Burgerlijk Wetboek. How is called the smuggling 
law. 
 
Keywords: Smuggling law, deed counter letter, responsibility Notaries 
1
Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1 (2014)
brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
provided by Jurnal Online Universitas Surabaya
Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1 (2014)
Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1 (2014)
Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1 (2014)
Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1 (2014)
Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1 (2014)
Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1 (2014)
Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1 (2014)
Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1 (2014)
Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1 (2014)
Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1 (2014)
Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1 (2014)
